BAB IV
ANALISIS SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA |SLAM

A. Perspektif Hukum Pidana Isam Terhadap Tindak Pidana Perjudian
Dalam UU No. 7 Tahun 1974.

Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang merggrbuatan
manusia dalam hubungannya dengan Rabbnya, dengagadsendiri, dan
dengan manusia lainnya adalah sebuah kejaHiteyah/jarimah)’ Suatu
perbuatan dikatakan sebagginayah/jarimah jika perbuatan tersebut
merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepenmtaglaa agamanya, harta
benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikpenkngan dan

ketentraman masyarakat.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakgidpabila unsur-
unsurnya telah terpenuhi. Unsur ini ada yang unsuum dan ada yang

khusus. Unsur umum berlaku untuk semua perbugtamah, sedangkan

! Kejahatan dalam hukum pidana Islam sering disefmrtganJarimah atau Jinayah
Sayyid Sabig memberikan definisinayah sebagai berikut: "Yang dimaksythayah dalam
hukum istilah syara' adalah setiap perbuatan ydapdg. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah
setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untakukan, karena adanya bahaya terhadap agama,
jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda. Lihayy®aSabiq,Figih Sunnah Juz Ill, Beirut: Dar
al-Fikr, 1995, him. 5. Dalam hukum pidana Indondsiahatan disebut sebagai tindak pidana
adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukumbda@ang siapa yang melanggar larangan
tersebut dikenakan sanksi pidana. Sehingga rumpsdruatan pidana dalam hukum Islam dan
hukum di Indonesia hampir sama. Lihat: Soeharti RNukum Pidana Materiil, Unsur-unsur
Objektif Sebagai Dasar Dakwaadakarta: Sinar Grafika, 1996, Cet. I, him. 22hdti juga:
Muljanto, Asas-asas Hukum Pidandakarta: Rineka Cipta, 1993. Menurut Muljanto,at&
perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arj gstrak yaitu pengertian yang merujuk
pada dua kejadian yang konkret, yaitu; 1) Adanyjadian tertentu, dan 2) Adanya orang yang
melakukan, yang menimbulkan kejadian tersebut. Rariusan tersebut dapat diartikan bahwa
setiap kejadian (delik) pasti ada orang yang médaknya.”
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unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masingnah dan berbeda antara

jarimah yang satu denggarimah yang lainny&.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salatu gindak
pidana @elict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengatai&m
pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974, menyatakan bahwa sdmdak pidana
perjudian sebagai kejahatan. Tindak pidana atabuptan pidana adalah
perbuatan seorang atau sekelompok orang yang melkiamb peristiwva
pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidanad@éncam dengan

hukumar®

Hukum pidana positif Indonesia mengklasifikasikaijini sebagai
suatu kejahatan yang masuk dalam kelompok kejattathadap kesopanan.
Sebelum dihapuskan oleh UU No.7 Tahun 1974, juddiatur dalam dua
pasal yakni pasal 303 dan 542 KUHP. Setelah UU Nafiun 1974 lahir,
pasal 542 KUHP dihapuskan dan diganti dengan pa8al bis KUHP.
Berdasarkan ketentuan pasal 303 dan 303 bis KUHReka yang dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana adaRértama, mereka yang

mengadakan atau memberi kesempatan main judi Seivega pencaharian,

2 Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unswinu untuk jarimah ada tiga

macam .

a.Unsur formal, yaitu adanyaash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengageamn
dengan hukum.

b.Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan
nyata (positif) maupun sikap yang berbuat (negatif).

C.Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang dapat
dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya. Lihat: Abdul Qadir Audah, At-
Tasyri' al-Jinaiy, Juz |, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt, hIm. 67. Sebagaimana dikutip oleh
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 204, him.
28

% J.B. Daliyo,et.al, Pengantar Hukum Indones{8uku Panduan Mahasiswalakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama, 1992, him. 93
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yakni mereka yang bertindak sebagai bandar atawkaeyang membuka
perusahaan khusus untuk main judi. Terlepas apakahlakukan di tempat
tertutup atau terbuka, pelakunya dapat dipidangagika tidak dilengkapi
izin dari pemerintah. Kedug mereka yang mengadakan atau memberi
kesempatan main judi kepada khalayak tidak sebpgacaharian. Bagi
kelompok ini, syarat dapat dipidananya pelaku dd@lka kegiatan mereka
mengadakan atau memberi kesempatan main judi terdéakukan di tempat
terbuka yang dapat dikunjungi khalayak. Sehinggarse contrarig apabila
main judi itu dilakukan di tempat tertutup yang gainkecil kemungkinannya
didatangi setiap orang, kegiatan perjudian ini dipeankan. Demikian halnya
jika telah ada izin dari pemerintah, kegiatan inenjadi legal dan pelaku
berubah statusnya menjadi pengusaha perjudiatiga mereka yang turut

berjudi dan terbukti menjadikan judi sebagai maacahariannya.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 ayaaiigka 1 KUHP itu
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur subyektif : dengan sengaja
b. Unsur-unsur obyektif :
1) Barang siapa
2) Tanpa mempunyai hak
3) Turut serta dengan melakukan sesuatu
4) Dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan atmber&an
kesempatan untuk bermain judi

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 ayaaiigka 2 KUHP itu

terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

* http// bambang.staff.uii.ac.id/2008/10/17/perjuditalam-perspektif-hukum/



72

a. Unsur subyektif : Dengan sengaja
b. Unsur-unsur obyektif :
1) Barang siapa
2) Tanpa mempunyai hak
3) Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermditkgypada
khalayak ramai.

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketenfuidana yang
diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP tersébatas, ternyata hanya
terdiri dari unsur-unsur obyektif saja, masing-mgdgalah : 1) Barang siapa,
2) Tanpa mempunyai hak; 3) Turut serta; 4) Sebagaiu usaha; 5) Dalam

permainan judr.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudipada mulanya telah
dilarang di dalam ketentuan pidana yang diaturrdgdasal 542 KUHP, yang
kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalaal Raayat (4) dari UU
No. 7 Tahun 1974, telah dirubah sebutannya meket@intuan pidana yang
diatur dalam pasal 303 bis KUHP, dan berdasarkdaenkean yang diatur
dalam pasal 1 dari UU yang sama telah dipandanggselkejahatan, pasal
303 bis KUHP berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama erfgtatn atau pidana
denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

(a) barang siapa menggunakan kesempatan main yadg diadakan
dengan melanggar ketentuan pasal 303;

(b) barang siapa ikut serta main judi di jalan umatisu di pinggir jalan
umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umumpaka@da izin
dari penguasa yang berwenang yang telah memberi uzmtuk
mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lews thhun sejak ada
pemindahan yang menjadi tetap karena salah saiuwpeékanggaran ini,

® P.A.F. Lamintangop.cit,him.298
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dapat dikenakan pidana penjara paling lama enaomtatau pidana denda
paling banyak lima betas juta rupiah.

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketenfpidana yang
diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUKRatdiri dari unsur-unsur
obyektif : 1) Barang siapa; 2) Memakai kesempatangyterbuka untuk
berjudi; 3) Yang sifatnya bertentangan dengan saktin dari ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam pasal 303 yang diatiand KUHP.

Tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketenfpidana yang
diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUKRuga hanya terdiri dari
unsur-unsur obyektif, masing-masing yakni : 1) Baraiapa; 2) Turut serta
berjudi: 3) Di atas atau di tepi jalan umum atawsuttu tepat terbuka untuk
umum/

Unsur obyektif pertama menunjukkan orang yang dgabrang
tersebut memenuhi unsur-unsur selebihnya dari Kingmlana yang di
maksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatanidgdasal 303 bis ayat
(1) angka 2 KUHP, dan penyelenggaraan dari pemnugiiag bersangkutan itu
ternyata tidak mendapat izin dari kekuasaan yamgeéreang, maka ia dapat
disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersélngur obyektif kedua dari
tindak pidana yang di maksudkan di dalam ketentpiglana yang diatur
dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP ialaluunsut serta berjudi.

Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana yang dikswuedkan di dalam

ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 kas @) angka 2 KUHP

® Team Penerbit{UHP dan KUHAP Surabaya: Kesindo Utama, 2008.him.101-102
" P.A.F. Lamintangdok.cit, him.313
8 Ibid, him. 314
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ialah unsur di atas atau di tepi jalan umum atasudiu tempat yang terbuka
untuk umun®

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artisgmua
perbuatan yang menimbulkanudharatbagi diri sendiri, orang lain maupun
lingkungan. Para pelaku tindak pidana perjudiaruhanendapatkan sanksi
atau hukuman sesuai dengan asas keadialan yarakibeHukuman dalam
Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentaranmdividu dan
masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan kjigag menimbulkan
kerugian terhadap anggota masyarakat baik yangbaak dengan jiwa, harta
dan kehormatan seseorafisglain itu hukuman ditetapkan untuk
memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan testisial™'Di sisi lain
pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan ktujsap Syari’at Islam,

yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekatigmegakan keadildf.

Tujuan syari’ dalam mensyari'atkan ketentuan-ketent hukum
kepada orang-orangukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-
kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui kewmketentuan yang
dharuri, hajiy, ataupun yantahsini. Ketentuan-ketentuan yawgparuri adalah
ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memeliharaenkieggan hidup
manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslaimatiaka. Seandainya

norma-norma tersebut tidak dipatuhi, niscaya meadiea dihadapkan kepada

? |bid,

19 Makhrus MunajatDekontruksi Hukum Pidana Islaipgyakarta:Logung,2004,him.52

2 A.Djajuli, Figh Jinayat(upaya menanggulangi kejahatan dalam Isjalakarta: Raja
Grafindo Persada, 2000,him.25

12 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieg/safah Hukum IslafSemarang:Pustaka
Rizki Putra, 2001,him.163
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mafsadahdan berbagai kesukaran. Ketentuan-ketentiaaruri ini secara
umum bermuara pada upaya memelihara lima hal, yaama, jiwa, akal,

harta dan keturunari.

Dengan demikian memilih lapangan perjudian sebdgpangan
profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekatiplam mendapatkan
uang dan barang itu saling suka sama suka di aptaa penjudi. namun
karena bahayanya lebih besar daripada manfaatngé&a merjudian itu

bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap hafam.

A Eaiay 58 1 B U85 nally a2l e dn kose
T a ”E’ s T
£ 35 5 sk B A 5 255 Liga e 58T il 5
(o RIS PR PR SER

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad)abtgnkhamar
dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat desar dan
beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lessiar
daripada manfaatnya.”Dan meraka menanyakan kepadamu
(tentang) apa yang (harus) mereka infagkan.
Katakanlah,”"Kelebihan  (dari apa yang diperlukan).”
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadagar
kamu berfikir. (Q.S.Al-Bagarah: 21$).

Al-Thabariy*® menjelaskan bahwa "dosa besar" yang terdapat pada
judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatdn gtau taruhan yang

dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dasekwensinya, ia

13 Dede Rosadajukum Islam dan pranata Sosidbkarta:Raja Grafindo Persada, 1999,
him.29

* Hamzah Ya’'quimp.cit, him.143

!> Departemen Agama Rbp.cit, him. 65

6 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabaribafsir al-ThabaryBeirut: Dar al-kutub al-
IImiyah, tt, Juz 2, him. 372
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melakukan kezaliman terhadap diri, keluarga, hdataorang lain. Kezaliman
yang dilakukan terhadap dirinya adalah penurunaalites keberagamaan,
dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan sh&atdangkan kezaliman
terhadap orang lain adalah membuka peluang tegjadpermusuhan dan
perpecahan. Sementara keuntungan yang ditimbubsarperjudian itu hanya

terbatas pada keuntungan material, kalau ia menang.

Al-maysir sebagai salah satu dosa besar dan setiap dosa itbesa
hukumnya haram. Sebagai sebuah dosa besar, sudaty lbantu permainan
judi termasuk dalam kategori perbuatan yang kegiméntara pengharaman
terhadap perbuatan yang keji itu juga disebutkdandagurat al-A'raf ayat 33:

e AT 15 s B e 5l e 5l s 505 G316

El

LT s |31j::,;‘_,| Ekale g, O Wl Gl T8 38 o5 5T
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Artinya: Katakanlah (Muhammmad), “Tuhan-ku hanyangharamkan
segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tdrsem,
perbuatan dosa, perbuatan dzalim tanpa alasanhemgy, dan
(Mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengsuase,
sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk ituy da
(Mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah yavey
tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-A'raf: 33Y.

Al-Alusiy, *® menjelaskan bahwa kemudaratan yang dapat ditirmbulk
oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itadse merupakan cara

peralihan (memakan) harta dengan cara yaaiil, adalah membuat para

" Departemen Agama Rbp.cit,him 294
18 Abu al-Fadhl sayyid Mahmud al-Alusiy al-BagdaRish al-Mu'aniy fi Tafsir al-Qur'an al-
'‘Azhim wa al-Sab' al-Matsanieirut: Dar al-Fikr, tth., Juz 1, him.113-114



77

pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuringhancurkan harga
diri, menyia-nyiakan keluarga, kurang pertimbangdalam melakukan

perbuatan-perbuatan yang buruk, berperangai kajiget mudah memusubhi
orang lain. Semua perbuatan itu sesungguhnya adabiasaan-kebiasaan
yang sangat tidak disenangi orang-orang yang ledécara sadar (normal),
tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi ticgakyadarinya, seolah-olah
ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perguidakan membuat pelakunya
suka berangan-angan dengan taruhannya yang muibgkan memberikan

keuntungan berlipat ganda.

Islam melindungi hak-hak manusia dari segala beptrkganiayaan,
kecurangan, penyalahgunaan, dan perampasan sgdia $entuk tindakan
yang dapat merugikan dan membahayakan bagi marerpudian adalah
perbuatan yang dilarang Islam karena telah meniyalatan disyari'atkannya
hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan-kematdahdan menjauhkan

serta melenyapkan bahaya dari mer€ka.

Hal ini sesuai kaidah:

C -~
ey
U
Cw
Yy
N

"Kemadharatan itu harus dihilangka

Dengan memperhatikan kaidah ini dapat dikatakarwhabyari'at
Islam sangat berusaha menjauhkan manusia dari kewsdn (bahaya), baik

perorangan maupun masyarakat, guna mewujudkanl&eading merat&*

19 Jaih Mubarok,Kaidah Figh Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasiakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002, him. 104
20 A, Djajuli, Kaidah-kaidah fighJakarta:Kencana, 2002, him. 67
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S2Y5 5729
"Tidak boleh membenmmadharatkepada orang lain dan tidak boleh
membalas kemadharatan dengan kemadharatan.”

Untuk memudahkanvali al-Amri dalam memutuskan masalah yang
tidak ada di dalamnash Al-Qur'an maupun Hadits, makaali al-Amri
menetapkan suatu sistaliMaslahah Pada dasarnya tujuan awal dari hukum
Islam adalah mewujudkan kebaikan kemaslahatan igakalmencegah
terjadinya kerusakan(mafsadah) untuk menarik manfaat dan menolak
madharat bagi seluruh umd&’ Berkaitan dengan ini jumhur Ulama

berpendapat :

“Bahwa maslahah mursalalitu adalah hujjah syari‘at yang dijadikan
dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadmntiglak ada
hukumnya dalam nash, ijma’, qiyas ataupun istihsan itu
disyari'akannya padanya hukum yang dikehendaki afetslahah
umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukumdeaamaslahah
ini karena adanya sanksi syar'i yang mengakuiffya.”

Untuk menjamin agar ketentuan hukum betul-betul jamaim
kepentingan umum mayarakat, yang berwenang untukfonmulasikan

tersebut adalatAhl al-Syura atau Ulil al-Amri.?Ulil al-Amri sebagai

*! Ibid, him. 68

22 Asmuni A. RahmanQowaidul Fighiyah Jakarta:Bulan Bintang, 1976, him.85

2 Amir Mu'allim dan Yusdani,Konfigurasi Pemikiran Hukum IslamYogyakarta: Ull
Press, 1999, him. 52

24 Abdul Wahab Khallaf,lmu Ushul Figh Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan
Moh.Tolchah Mansoer, Kaidah-kaidah Hukum IslamJakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996,
him. 128

% Yang dimaksudJlil al-Amri ialah termasuldhl al-Halli wal ‘Aqdi dari kalangan para
muslimin (dalam negara Islam) para amir, para hakiim ulama, pimpinan militer dan instansi
atau departemen yang terkait dengan kepentingammurhilnat: YusdaniPeranan Kepentingan
Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukistam Najamudin at-Thufi,
Yogyakarta: Ull Press, 2000, him. 118
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legislatif, paling besar adalah dalam pembentukbnndgara di samping
menjalankan kontrol atas kebijakan politik dan pgle badan-badan
pemerintah. Tugas dan kewajibdhl al-Amri bidang legislatif di zaman
kita sekarang semakin berat dan luas dibandingleala gaman negara
Islam masa silam. Semakin banyak liku-liku yangldil banyak pula UU
yang harus dibuat untuk memenuhi kepentingan makst® Apabila
mereka telah bersepakat dengan suatu persoalabldtanaka wajib bagi
masyarakat untuk mengikuti dengan syarat bahwal hk&siepakatan
tersebut secara prinsip tidak bertentangan dengamtgh Allah dan
Sunnah Rasul yang telah diketahui dengan jatamawatir dan dengan
syarat keputusan tersebut diputuskan betul untyberkengan rakyat
umum secara adil. Karena sesuai dengan tujuan'aydsiam adalah
tahqiqul 'adalah (mewujudkan keadilan) dajalbul mashalih (menarik

kemaslahatan), seperti disebutkan dalam kaidalyfigh:
Ao al) 1555 lall s
" Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakdn

Ahl al-Halli wal Aqdi dan Ulil al-Amri apabila telah sepakat

terhadap sesuatu urusan atas dasar kepentingan yangnlebih besar

%6 Zainal Abidin AhmadQp.cit, him. 276
2" Ali Ahmad Al-Nadwi, Al-Qawaid’idu al-Fighiyyah Dar al-Qalam, tt, him. 170
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terhadap masyarakat, maka untuk mentaati keputusaeka adalah wajib

bagi semua rakyat.

B. Sanks Hukum Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Dalam

Per spektif Hukum Pidana I slam.

Sebetulnya hukunta'zir bertujuan memberi pengajaran dan mendidik
serta mencegah orang lain melakukan perbuatan asefigizir adalah
pengajaran atau pendidikan berdasarkgimad hakim dengan maksud
mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidakutaegi perbuatan
tersebut. Maka setiap orang yang melakukan penbyatag diharamkan dan
tidak mempunyaihad, gisas dan kafarat Bagi hakim diberi kebebasan
menghukum dengana'zir berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat
mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannyg giaoukul atau

dipenjarakan dan diberi penghinaan ringah".

Adapun ketentuanjarimah ta'zir yang tetap tidak ada, semua
diserahkan pada pemerintah atau pengadilan, dadnmihhakimlah yang
menentukan. Maksud penentuan ini agar dapat mengegyarakat sesuai
dengan perkembangan zamabalam menentukan batas hukumtatzir ini
baik karena mengerjakan kejahatan atau meningg&i&amajiban yang tidak

dinashkan oleh syara' yang diserahkan kepada psmguaullil al-Amri di

% yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi HukiKajian Konsep
Hukum Islam Najamudin at-ThulW¥ogyakarta: Ull Press, 2000, him. 118

29 Abdurrahman al-JazirKitab Figh ‘ala Mazahib al-Arba’ahjuz 5, Beirut-Libanon: Dar
al-Kutub al-‘limiyah, tt, him. 349

%0 Ahmad Hanafi,Asas-asas Hukum Pidana Isladakarta: Bulan Bintang, 1993,
him. 340
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setiap masa dan tempat, karena hukumayzr ini terbuka luas dan masing-

masing ahlijtihad maupun para hakim mampu mengembangkan ijtihathya.

Undang-undang No. 7 Tahun 1974 adalah peraturanngeng-
undangan yang melakukan perubahan terhadap KUH&puadbeberapa
ketentuan tersebut adalah :

(1) Merubah ancaman-ancaman pidana yang terdapat :
a. dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penja@nsailamanya 10
tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah;
b. dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penjaransailamanya 4
tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah;
c. dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjaransailamanya 6

tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah;
(2) Merubah sebutan pasal 542 KUHP, menjadi pasal B03 b

Dalam syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalahcpgahan dan
pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pejalmnah supaya tidak
mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lailébuajarimah. Oleh
karena pencegahan menjadi pokok tujuan, maka bergannya hukuman
harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak yangbdikiamnya bagi
masyarakat dan negara, sehingga sasaran tujuambokitu dapat tercapai.
Sanksi hukum bagi pelaku perjudian apabila dildet segi adil dan tidaknya
atau segi maslahatnya maka bisa dikaji dari pigsrgara maksimalnya 10
Tahun dan denda 25 juta dapat memberikan rasa bagimmasyarakat dan

memang hukuman tersebut untuk mendidik dan memérxeabagi pelakunya.

31T M. hasbi Ash-ShiddieqFalsafah Hukum IslapSemarang: Pustaka Rizki Putra, 2001,
him. 122
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Hukum yang ditetapkan oleh negara harus dipatulgrjaBannya
hukum secara baik menjadi prasyarat bagi tercapdietertiban dan keadilan
di masyarakat. Demikian pula hukum agama yang druedn Allah bagi
umat agar dipatuhi oleh masyarakat untuk mewujudi@maslahatan bagi
umat. Kemaslahatan yang dicapai dalam hukum agaokanb untuk
kepentingan Allah sebagai pencipta hukum, tetapikukepentingan umat itu

sendiri®?

Sebagai alat pemaksa agar hukum itu dipatuhi migdealdkan adanya
sanksi. Bagi hukum umum, sanksi itu dalam bentukdpdtaan yang akan
dialami oleh pelanggarnya didunia, sedangkan hulagama mengandung
sanksi dunia sebagai yang berlaku dalam hukum uitamdisertai dengan
sanksi akhirat dalam bentuk dosa. Baik hukum umtau &ukum Islam,
meskipun berbeda bentuk sanksinya, namun tujuaatgi@ah sama, yaitu agar
hak-hak hamba dipelihara dengan baik dan kewajkeavejibannya dipenuhi

dengan baik dalam arti ketentuan hukum dilaksanakaara baif

Sehinga dapat disimpulkan, bahwa syari‘at Islamja@nkan sanksi
terhadap tindak pidan§arimah) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an
maupun Hadits dengaa'zir. Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana
Islam termasuka'zir, yang mana ta'zir merupakan sesuatu kewenabghn
al-Amri (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang meneatulsanksi

terhadap pelaku tindak pidana.

%2 Amir Syarifudin,Meretas Kebekuan ljthadakarta: Ciputat Press, 2005,him.250
%% Ibid,him.251
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Islam juga melimpahkan hak kepad#il al-Amri yang bertugas
memelihara kepentingan masyarakat untuk mengguntikdak kekerasan
ataupun kekuatannya terhadap orang-orang yang tidaktunduk dan patuh
kepada syari'at Islam untuk mematuhi hukum Affalkeadilan adalah sebuah
sikap komprehensifyang mempresentasikan sebuah sikap tingkah laku da
perbuatan yang tepat dan teruRudika prinsip keadilarfjustice princip)itu
diterapkan seluruh masyarakat maka akan terwujutenkaman dan

kedamaiart®

Khamardanmaisir/judi adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam
Al-Qur'an. Para fugaha tidak menempatkan perjudsabagai salah satu
pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dakiumu Islam, maka larangan
tentang perjudian dirangkaikan dengdmamar. Berdasarkan hal dimaksud,
cukup beralasan jika perjudian termasuk salah sateak pidana, yang
konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengadak pidana

khamar®’

Dalam hadist disebutkan hukuman tentagagmah khamarsebagai

berikut:
B U4 o aligadle @ e 00 B A S oy e o) Ll G

G 54 S o 83158 Sl

3 Mawardi Noor, et.al.Garis-garis Besar Syari'at Islamlakarta: Khairul Bayyan, 2002,
him. 23

% Mawardi Lobay El SulthaniTegakkan KeadilanJakarta: Al-Mawardi Prima, 2002, him.
11

% Ibid., him. 37

37 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam]akarta: Sinar Grafika, 2007, him. 92-93.
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“Diriwayatkan dari Anas bin Malik raSesungguhnya seoarang
laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepatdbi
SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua
pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukutén.”
Hukumanjarimah khamardisebutkan dalam kasusnya al-Walid bin

Ugbah dengan 40 kali pukulan. Dalam kasus ini dedean juga kata-kata Ali

r.a.
ae s Gaadl 83 s Gl Al e J L A 0505 Al e 06
(alose ol 5) & Sl 1385 20 385 Gl

“Rasulullah telah menghukum dengampa&npuluh pukulan, Abu
Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar r
Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini
(empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yanghlefaya
sukai.” (diriwayatkan oleh Musliny’

Semua Ulama’ dari keempat mazhab sepakat bahwarngepemabuk
harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafinbdi berkata bahwa
hukumanhad bagi peminumkhamaradalah 80 kali cambukan, tetapi Imam
Syafi'i berkata hukumannya hanya sebanyak 40 kahlukan saja. Umar bin
Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 Kkali céai dan
memerintahkan Khalid bin al-Walid serta Abu Ubaidabnerapkan hukum

cambuk di Syiria melalui surat yang dilayangkankgpada mereka, hukuman

tersebut akan diterapkan kalau yang meminum itugaden @l-Iqrar) bahwa

%8 |bid, him.94

% sayyid SabigFighus SunnahTerj. Nor Hasanudirfigih SunnahCet Il, Jakarta:Pena
Pundi Aksara, 2007, him.297
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dia telah meminumnya atau berdasarkan bukti daa otang saksi yang

adil *°

Sanksi terhadagarimah khamarini disandarkan pada hadist Nabi
yakni melalui sunnahiliyah-nya, bahwa hukuman terhadggrimah ini
adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak imetapi, Umar lbnul
Khathab menjatuhkan 80 kali d&taAlasan panetapan 80 kali didasarkan
pada metode analogi, yakni dengan mengambil ketarttukum yang berada
dalam surat an-Nur ayat 4, bahwa orang yang menzidahdicambuk 80 Kali.
Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau mengsgg&a membuat
kebohongan, orang bohong sama dengan membuat tnafitaah. Fitnah
dikenakan hukuman 80 kali cambukan. Maka pemikhamardihukum 80

kali deraarf?

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi pemitkiamar.
Oleh karena itwiyasdisini sangat pentingjiyasadalah menyamakan sesuatu
yang tidak disebutkan hukumnya dalarash dengan sesuatu yang sudah
disebutkan hukumnya olehash disebabkan adanya kesatudiat hukum
antara keduanyaQiyas merupakan proses berfikiijtihad) dengan analogi
(reasoning by analogy Jadi giyas adalah proses deduksi (menarik
kesimpulan) darinash dengan jalan analogi, untuk menetapkan hukum

terhadap suatu masalah. Dengan demilgaras bisa dipandang sebagai

“CRahman A. I'Doi.Syariah The Islamic Law,erj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman,
“Hudud dan Kewarisdh Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, him. 90

“ Mohd. Said Ishak{udud Dalam Figh Islamjohor: Universiti Teknologi Malaysia,
2000, him. 42

42 Rahman A. I'Doi, op.cit.,him.91
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proses berfikir dalam rangka mengeluarkan hukistmbath), disamping itu
giyas juga sebagai salah satu dalil yang dapat dijadietunjuk adanya

hukum?®3

Untuk terjadinyagiyas, harus terpenuhi beberapa unsur (rugyas)
yaitu :
1. Ashl (pokok), yaitu obyek atau masalah yang sudah adairhnya,
berdasarkan ketetapan nash.
2. Far'u(cabang), yaitu obyek(masalah) yang akan ditentukakumnya,

yaitu masalah yang belum ada hukumnya dalam nash.

3. 'illat yaitu sifat yang menjadi motif (alasan) dalam nmakan hukum.
h44

4. Hukumal-ashl yaitu hukum yang telah ditetapkan oleds
Jarimah khamarsanksi hukumnya disejajarkan dengaaisir/judi,
karena khamar dan maisir sama-sama menimbulkan kemudharatan,
diantaranya; Mendatangkan permusuhan dan dendamghal@ngi dan
menolak untuk ingat Allah dan Shalat, mendatangkasis moral dan
menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa tadidik dengan
perbuatan-perbuatan malas, dapat menghancurkamhleeutrumah tangga,

merusak masyarakat, karena dengan merajalelkingmar dan maisirjudi,

maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa elaakfaatan harta
benda, karena itu Islam mengharamkidramar dan menghukum pemabuk

dengan 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapapai 80 kali

43 Suparman Usmaijukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi HuklamIdalam
Tatanan Hukum Indonesi€et Il, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, him.61
44 114
Ibid,
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cambukan. Hal ini karenlkkhamardan barang-barang memabukan yang lain
merupakan racun yang mematikan. Dengan demiki@mlghengharamkan
khamar ini antara lain adalah demi memelihara kesehaaannagengharamkan
perjudian adalah untuk menghindari penggunaan hartak hal-hal yang

tidak bermanfaat, bahkan membahayatan.

Di Indonesia masalah perjudian diatur dalam pa8al @an 303 bis
KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Ueisin. Dengan
demikian, menurut tinjauan hukum Islam, ketentuanksi hukum dalam
pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974, dapat dikatakan sesamiselaras dengan
magasid al-tasyrj' yaitu mencegah bahaya dan dampak kerugian yduilg le
besar bagi kehidupan. Maka bagi pelaku tindak @daerjudian akan
mendapatkan sanksi sebagaimana dalam pasal tersdbutbetul-betul
bersalah, dapat dijatuhi hukuman berat (pidanaapamaling lama 10 tahun
dan denda paling banyak Rp. 25.000.000). Meskipasatah perjudian sudah
diatur dalam peraturan perundang-undangan, teggpidalam KUHP maupun
UU No. 7 Tahun 1974 ternyata masih mengandung bphekelemahan.
Adapun beberapa kelemahannya adalah:(a)Perundaaggen hanya
mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharsehingga kalau
seseorang melakukan perjudian yang bukan sebadai peacaharian dapat
dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudidakt dikenakan hukum
pidana.(b)Perundang-undangan hanya mengatur tentetgs maksimal

hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minhm&uman, sehingga

“5 Makhrus MunajatDekontruksi Hukum Pidana Islarfpgyakarta: Logung, 2004,
him. 125
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dalam praktik peradilan, majelis hakim seringkadlain putusannya sangat

ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dikeahas



